
a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Kendal dengan diterbitkannya 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 
2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan 
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Kendal; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Y ogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

2 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 77 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA KECAMATAN DAN 
KELURAHAN KABUPATEN KENDAL. 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Ten tang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 200); 

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 
Nomor 77 Seri D No. 28); 
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Pasal 3 
(1) Camat dalam mempimpin Kecamatan bertugas: 

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum 
di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, yang meliputi: 
1. partisipasi masyarakat dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di 
Desa/ kelurahan dan Kecamatan; 

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 
Pemerintah dan swasta di wilayah kerja 
Kecamatan; 

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat 
di wilayah Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan 
masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada 
Bupati; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: 
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan 
instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama 
dan tokoh masyarakat; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan 
ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi: 
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas 

dan fungsinya di bidang penegakan peraturan 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 
77 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Kendal (Serita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) diubah 
se bagai beriku t : 

Pasall 
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3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan 
kepada masyarakat di wilayah Kecamatan 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

standar 

pihak swasta; dan 
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas pelayanan umum di wilayah 
Kecamatan kepada Bupati; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: 
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi 
vertikal terkait; 

2. efektivitas penyelenggaraan, kegiatan 
pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan 

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada 
Bupati; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah yang tidak 
dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi: 
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di Kecamatan; 
2. fasilitasi percepatan pencapaian 

pelayanan minimal di wilayahnya; 

prasarana dan 
yang melibatkan 

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/ a tau 
instansi vertikal yang terkait; 

2. pelaksanaan pemeliharaan 
fasilitas pelayanan umum 

perundang-undangan dan/ atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; dan 

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan 
penegakan peraturan perundang-undangan di 
wilayah Kecamatan kepada Bupati; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 
sarana pelayanan umum, meliputi: 
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pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

umum di 
ketentuan 
mengatur 

dimaksud 
Pasal4 

Un tuk melaksanakan tugas se bagaimana 
dalam Pasal 3, Camat mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan U rusan Pemerin tahan 

tingkat Kecamatan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga 4 berbunyi sebagai 
berikut: 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan 
sebagaian kewenangan Bupati: 
a. untuk melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 
dan 

b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. 
(3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 
atas pelayanan perizinan dan non perizinan. 

( 4) Pelayanan perizinan se bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses 
sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak 
memerlukan kajian tknis yang kompleks dan tidak 
memerlukan teknologi tinggi. 

(5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan 
dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

(6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan 
pengawasan terhadap objek penzman, kegiatan 
berskala kecil dan pelayanan langsung pada 
masyarakat yang bersifat rutin. 

(7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan 
ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan 
public sesuai dengan karakteristik KEcmatan dan/ 
atau kebutuhan masyarakat setempat. 

(8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) hufu b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal6 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Camat mempunyai 
rincian tugas : 
a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 

kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai 
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan terkait sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian 
kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang 
undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target 
yang telah ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan 
inovasi sesuar dengan ketentuan peraturan 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut : 

pemerintahan di tingkat Kecamatan; 
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan se.suai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh 
unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di 
kecamatan; dan 

1. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

kegiatan penyelenggaraan 

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana 
pelayanan umum; 

f. pengoordinasikan 
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perundang-undangan guna peningkatan kualitas 
kerja; 

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

1. melaksanakan urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat 
proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan 
pelayanan kepada masyarakat; 

J. melaksanakan upaya peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
melalui forum Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan dan 
kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan 
masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai 
bahan penyusunan program pembangunan; 

k. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga 
pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak 
lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, 
pemberdayaan masyarakat serta peningkatan 
kemandirian; 

1. menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

m. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi 
terhadap pelayanan kepada masyarakat yang 
dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan 
publik di wilayah kecamatan; 

n. menetapkan keputusan, petunjuk 
teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan 
naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan 
tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan 
otonomi daerah di kecamatan; 

o. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, 
tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk 
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 
serta memecahkan permasalahan yang muncul di 
wilayah kecamatan; 

p. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi 
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka 
penerapan dan penegakan peraturan perundang 
undangan di wilayah kecamatan; 

q. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
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Kecamatan; 
t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

u. melaksanakan koordinasi/ sinergitas perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait; 

v. membentuk dan mengkoordinasikan Forum 
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; 

w. melaksanakan pembinaan dan pendampingan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi 
desa/ kelurahan; 

x. menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern 
Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan 
reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan; 

y. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala 
dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Sadan dan 
instansi terkait di tingkat kecamatan; 

z. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan kepada 
Bupati dan kebijakan tindak lanjut; 

aa. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik 
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas 
dan transparansi; 

bb. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

cc. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. 

pencapaian 
di wilayah 

s. melaksanakan fasilitasi percepatan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi 
terkait; 

r. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta 
fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan 
Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya; 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, 
petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan 
naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas 
camat di bidang pemerintahan umum dan 
desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 

perundang-undangan agar 
berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan 
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

pimpinan melalui 
dan peraturan 

pelaksanaan tugas 

perintah 
permasalahan 

b. menjabarkan 
pengkajian 

1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. 

(2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan umum, 
pemerintahan desa/kelurahan, pertanahan, 
pendapatan daerah, administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai 
rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

Pasal 10 

4. Diantara huruf t dan huruf u ayat (3) Pasal 10 disisipkan 
1 (satu) huruf yakni huruf ta, sehingga Pasal 10 berbunyi 
sebagai berikut : 
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g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di 
bidang pemerintahan tingkat kecamatan; 

h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap 
pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan 
APSDesa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa, dan La po ran Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa; 

1. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengambilan 
sumpah/janji dan pelantikan anggota dan 
pimpinan Sadan Permusyawaratan Desa (SPD) di 
wilayah Kecamatan; 

J. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di 
bidang kependudukan dalam rangka persiapan 
Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil 
Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah; 

k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, 
monitoring dan pengendalian dalam rangka 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan 
Pemilihan Perangkat Desa; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan 
ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
di wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang 
undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
teknis administrasi kependudukan dan pertanahan 
di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan; 

n. menghimpun dan menyusun laporan administrasi 
kependudukan kecamatan dan data monografi 
kecamatan; 

o. melaksanakan monitoring dan pencatatan 
pengelolaan kekayaan desa sesuai peraturan 
perundang- undangan; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan 
pem binaan / pend am pingan kepada Pemerin tah 
Desa, Sadan Permusyawaratan Desa (SPD), dan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan di 
bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan 
kemandirian desa/ kelurahan; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan 
Kepala Desa dan pengawasan terhadap perangkat 
desa; 

r. menyiapkan bahan peresmian pimpinan Sadan 
Permusyawaratan Desa (SPD) dan memfasilitasi 
pengambilan sumpah/janji serta pelantikan 
anggota Sadan Permusyawaratan Desa (SPD); 
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(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Camat. 

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernpunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

Pasal 11 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 
sebagai berikut : 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pengendalian pengelolaan keuangan desa melalui 
koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah 
terkait sesuai peraturan perundang-undangan; 

t. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan 
pendampingan bantuan keuangan kepada desa 
yang alokasi penggunaannya untuk penguatan 
pemerintah desa dan pemenuhan sarana prasarana 
penyelenggaraan pemerintahan desa; 

ta. menyiapkan bahan pembentukan dan 
pengoordinasian Forum Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan; 

u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 
Pemerintahan untuk peningkatan kualitas 
pelayanan publik; 

v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang 
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
p1mpman sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
penegakan produk hukum daerah, pengendalian 
ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan 
perlindungan masyarakat (linmas) serta pembinaan 
kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan 
Ketertiban mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui 
pengkajian permasalahan dan peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan 
dan kompetensinya serta memberikan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, 
petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan 
naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan 
tugas camat di bidang pengendalian ketentraman 
dan ketertiban wilayah, pembinaan anggota 
Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kecamatan 
serta pembinaan kemandirian dan partisipasi 
politik masyarakat; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinergitas 
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal 
di wilayah kecamatan dalam upaya 
pengoordinasian penyelenggaraan keten traman 
dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinergitas 
dengan perangkat daerah yang tugas dan 
fungsinya di bidang penegakan peraturan 
perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara 
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kecamatan; 
J. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 

dengan pemuka agama yang berada di wilayah 
kerja kecamatan untuk mewujudkan kerukunan 
antar umat beragama di wilayah kecamatan; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
dengan intansi terkait dalam rangka 
penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan 
Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala 
Dae rah; 

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
dengan intansi terkait dalam rangka pengamanan 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan 
Pemilihan Perangkat Desa di wilayah kecamatan; 

m. menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya 
meningkatkan kemandirian politik, kesatuan 
bangsa, dan organisasi kemasyarakatan di 
wilayah kecamatan; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
dengan instansi terkait dalam rangka 
penanggulangan bencana di wilayah kecamatan; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan 
kepada anggota Perlindungan Masyarakat 
(Linmas) di wilayah kecamatan; 

p. melaksanakan pengecekan lokasi perizinan terkait 
dengan izin gangguan, izin lingkungan dan izin 
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; 

q. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan 
penyelenggaraan upacara peringatan Hari Besar 
Nasional dan Apel Bersama tingkat kecamatan; 

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep 
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

penyelesaian 
warga agar 
di wilayah 

memfasili tasi 
perselisihan/persengketaan antar 
tercipta situasi yang kondusif 

1. 

Republik Indonesia dalam upaya pengoordinasian 
penerapan dan penegakan produk hukum Daerah 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan 
dan kompetensinya serta memberikan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

pimpirian melalui 
dan peraturan 

pelaksanaan tugas 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Camat. 

(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mernpunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Camat dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
pemberdayaan masyarakat, perekonomian, 
pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan 
sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan 
hid up. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah 
pengkajian permasalahan 
perundang-undangan agar 
berjalan efektif dan efisien; 

Pasal 12 

6. Diantara huruf t dan huruf u ayat (3) Pasal 12 disisipkan 
1 (satu) huruf yakni huruf ta, sehingga Pasal 12 berbunyi 
se bagai beriku t : 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpirian sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

15 



d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, 
petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan 
naskah dinas lainnya yang berkai tan dengan 
tugas camat di bidang, pemberdayaan 
masyarakat, perekonomian, pembangunan 
desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana 
prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup; 

g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, perekonomian, 
pembangunan, sosial, dan lingkungan hidup 
tingkat kecamatan; 

h. menyiapkan rencana pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur di wilayah kecamatan melalui 
koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, 
instansi terkait, dan pihak lainnya; 

1. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur, sarana 
prasarana serta fasilitas pelayanan umum di 
wilayah kecamatan melalui koordinasi dengan 
Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait, dan 
pihak lainnya; 

J· menyiapkan bahan pembinaan dan 
pendampingan terhadap pemerintah desa dalam 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa/ RPJMDesa, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa/RKPDesa; 

k. menyiapkan bahan koordinasi dan monitoring 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes) serta menghimpun usulan 
prioritas pembangunan hasil Musrenbangdes; 

1. menyiapkan bahan pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Kecamatan 
(Musrenbangcam) dan merumuskan usulan 
prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam 
sebagai bahan usulan pembangunan kecamatan 
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kabupaten (Musrenbangkab); 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan 
pembinaan/ pendampingan terhadap pemerintah 
desa dalam rangka perencanaan pembangunan 
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dan evaluasi 
Pemberdayaan 

v. melaksanakan pemantauan 
pelaksanaan kegiatan Seksi 

untuk 

konsep 
kegiatan 

ta. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 

u. menyiapkan bahan dan menyusun 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

perundang- peraturan sesuai kecamatan 
undangan; 

t. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan perekonomian, 
pembangunan, sosial, lingkungan hidup, dan 
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; 

kecamatan; 
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 

bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI), 
pendistribusian zakat, bantuan bagi korban 
bencana, kegiatan pengabdian masyarakat yang 
dilaksanakan perguruan tinggi/ organisasi 
kemasyarakatan, serta kegiatan sosial lainnya di 
wilayah kecamatan; 

r. memfasilitasi pelayanan dan bantuan bagi 
lembaga/ organisasi kepemudaan, olah raga, 
pemberdayaan perempuan, pendidikan, 
kebudayaan, keagamaan,pariwisata, lingkungan 
hidup, keluarga berencana, kesehatan, sosial di 
wilayah kecamatan; 

s. memfasilitasi dan memantau program 
penanggulangan kemiskinan di wilayah 

promos: 
wilayah 

kegiatan 
desa di 

pelaksanaan 
dan potensi 

p. memfasilitasi 
pem bangunan 

desa dan penyusunan profil desa sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan 
pembinaan/ bimbingan kepada Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang bergerak 
di bidang perekonomian, pembangunan, 
lingkungan hidup, dan sosial dalam rangka 
peningkatan pemberdayaan masyarakat; 

o. melaksanakan koordinasi dan pemantauan 
terhadap Desa Siaga di wilayah kecamatan serta 
pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (KPMD); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 25 

MOH. TOHA 

Diundangkan di Kendal 
Pada tanggal 7 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

Cap ttd 

DICO M GANINDUTO 

Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 7 April 2021 

BUPATI KENDAL, 
Cap ttd 

7. Ketentuan Pasal 28 dihapus. 
Pasal II 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kendal. 

Masyarakat dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pirnpman sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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